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ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung
merupakan salah satu kekerasan yang melanggar Pasal 473 ayat (9) KUHP. Di
wilayah hukum Polresta Padang, pada periode 2023-2025 tercatat 10 kasus yang
telah diterima, diproses hingga tahap penuntutan dan tercatat 2 kasus yang tidak
dilanjutkan. Rumusan masalah: (1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana
persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang
dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang
dilakukan orang tua terhadap anak kandung? Jenis penelitian yuridis empiris dan
data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui
studi dokumen serta wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap
anak kandung di Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum
yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pendekatan
humanis terhadap korban. (2) Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam
penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak
kandung meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
kesulitan pembuktian, kondisi psikologis korban, sikap keluarga, hubungan sedarah
antara pelaku dan korban, serta adanya stigma sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Orang Tua, Anak
Kandung.
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INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF SEXUALACT COMMITTED
BY PARENTS AGAINST THEIR BIOLOGICAL CHILDREN
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ABSTRACT

The crime of sexual intercourse committed by parents against their biological
children is a form of violence that violates Article 473 paragraph (9) KUHP. Within
the jurisdiction of Polresta Padang, during the period 2023—2025, 10 cases were
recorded as having been received and processed up to the prosecution stage, while
2 cases were discontinued. The research problems are: (1) How is the investigation
process of the criminal offense of sexual intercourse against a biological child
conducted at Polresta Padang? (2) What obstacles are faced by Polresta Padang
in investigating the criminal offense of sexual intercourse committed by a parent
against their biological child? This study employs an empirical juridical research
method. The data used consist of primary and secondary data obtained through
document study and interviews, and were analyzed qualitatively. The results of the
study indicate that: (1) The investigation process of the criminal offense of sexual
intercourse against a biological child at Polresta Padang has been carried out in
accordance with applicable legal procedures, prioritizing prudence and a humane
approach toward the victim. (2) The obstacles faced by Polresta Padang in
investigating such cases include limitations in human resources, facilities and
infrastructure, difficulties in obtaining evidence, the psychological condition of the
victim, the attitude of the family, the blood relationship between the perpetrator and
the victim, and the existence of social stigma within the community.

Keywords: Investigation, Sexual Intercourse Crime, Parents, Biological Children

i UNIVERSITAS BUNG HATTA


mailto:mutiaragreciap@gmail.com

KATA PENGANTAR

Y ¢
av b

Assalamu’alaikum wr. wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
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OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI

POLRESTA PADANG)” Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius dan sering kali menimbulkan
dampak psikologis, fisik, serta sosial yang mendalam bagi korban. Kekerasan
seksual dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat
umum, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah.*

Salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, yang di atur dalam
Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa,
“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang
bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selanjutnya, ketentuan mengenai larangan kekerasan seksual terhadap
anak juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-
Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak

melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

! Agus Dastam, dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan
terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, Jurnal Program
Pascasarjana llmu Hukum, Vol. 8 No. 2 him.2.
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Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan anak dari tindak pidana
kekerasan seksual ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3), yang
menyatakan bahwa:

1. Ayat (1): Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D akan dikenai pidana penjara selama minimal 5 tahun dan
maksimal 15 tahun, serta dapat dikenai denda hingga Rp 5 miliar.

2. Ayat (2): Hukuman ini juga berlaku bagi siapa pun yang secara sengaja
menipu, membohongi, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan,
baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.

3. Ayat (3): Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau
seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau jika
tindakan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara berulang, maka
hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diatur pada ayat (1).

Sejalan dengan itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak
pidana kekerasan seksual juga dimuat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Undang-Undang TPKS). Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang TPKS,
tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua perbuatan yang
memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, termasuk
perbuatan kekerasan seksual lain yang diatur dalam undang-undang lain selama
tercantum dalam peraturan ini.

Kemudian, pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS, tindak pidana
kekerasan seksual dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pelecehan

seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
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sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual,
perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS juga mencakup tindak pidana lain
sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi perkosaan, perbuatan
cabul, persetubuhan terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak,
pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk
eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak
pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana
kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai
tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak
terjadi. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yang terjadi di dalam keluarga
adalah incest.? Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan
seksual yang terjadi antara orang-orang yang memiliki ikatan keluarga yang
sangat erat, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau
antar saudara kandung.® Di Indonesia, praktik incest sebagai tindak pidana
seksual diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP 1946 menyatakan bahwa “Setiap
orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak

angkatnya, atau anak di bawah pengawasan nya yang dipercayakan

2 Elsya Ikhsani Azzahra, 2024, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam
Hukum Positif Indonesia, Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 1, him. 64.

3 Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama,
Bandung him. 45.
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padanya untuk di asuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.” Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP pengaturannya masuk ke dalam pasal 473 ayat (9) yang
menyatakan bahwa “jika korban adalah anak kandung, anak tiri, anak dibawah
perwaliannya, pidananya dapat di tambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman
pidana.”

Peran kepolisian sangat penting dalam penyelidikan dan pembuktian
tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung. Polisi tidak hanya
mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan proses pembuktian sesuai hukum
acara pidana melalui pengumpulan alat bukti yang sah, pemeriksaan saksi dan
korban, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog
forensik. Keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada profesionalisme
aparat agar keadilan bagi korban dapat terwujud.*

Dalam penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung,
proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menjamin
terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Pembuktian merupakan rangkaian
kegiatan hukum yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa
pidana melalui pengumpulan, penyampaian, dan pemeriksaan alat-alat bukti
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini
bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan benar-benar telah terjadi

serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelakunya.

4 Anny Yuserlina dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Pencabulan di Polresta Bukittinggi, Ensiklopedia of Journal, Vol. 7, No. 2, him. 30.
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Selain itu, pembuktian juga dapat dipahami sebagai upaya untuk
memberikan keyakinan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik,
penuntut umum, dan hakim, mengenai kebenaran fakta-fakta yang terungkap
dalam suatu perkara. Melalui pembuktian, setiap keterangan, dokumen, saksi,
maupun barang bukti dianalisis secara objektif dan sistematis agar dapat
membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian,
proses pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan
kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak
sebagai korban, sehingga hak-haknya tetap terjamin dan keadilan dapat
diwujudkan secara optimal.®

Kasus kejahatan seksual, khususnya persetubuhan, semakin
mengkhawatirkan di wilayah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang.
Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, tercatat
sebanyak 65 kasus pencabulan terjadi sepanjang tahun 2023, sejak awal Januari
hingga 27 Desember. Informasi ini disampaikan oleh Kapolresta Padang,
Kombes Pol Ferry Harahap, yang menyebutkan bahwa angka tersebut
menunjukkan tingginya tingkat kejahatan seksual terhadap anak di daerah
tersebut.®

Memasuki tahun 2024, kasus serupa kembali terjadi di Kota Padang.
Pada 6 Februari 2024, seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban

pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, berinisial (R), yang

> Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, 2025, Teori dan Hukum Pembuktian,
https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77 201704
19145829 Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, diakses 7 Oktober 2025 Pukul 15.57 WIB.

6 Antara Sumbar, 2023, Polresta Padang Tangani 65 Kasus Pencabulan Pada 2023,
https://sumbar.antaranews.com/berita/594405/polre sta-padang-tangani-65-kasus-pencabulan-

pada-2023, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 12.07 WIB.
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kemudian langsung ditahan untuk menjalani proses hukum. Perkara ini
terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan
anggota keluarga lainnya. Menanggapi pengakuan tersebut, keluarga segera
melaporkannya ke Polresta Padang. Setelah laporan diterima, korban dibawa ke
rumah sakit untuk menjalani visum guna memperoleh bukti medis. Selanjutnya,
korban diperiksa sebagai saksi dengan pendampingan dari Lembaga
Perlindungan Anak guna mengurangi potensi trauma. Setelah penyidik
mengumpulkan bukti yang cukup, berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke
pengadilan. Pelaku yang merupakan ayah biologis korban, akhirnya dinyatakan
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat
(3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.’

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul
“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG

(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang

tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang?

7 Antara Sumbar, 2024, Polresta Padang Ungkap Kasus Menonjol tentang Pencabulan
Anakkandung, https.//sumbar.antaranews.com/berita/650486/polresta-padang-ungkap-kasus-
menonjol-tentang-pencabulan-anak-kandung, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 11.59 WIB.
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2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak

pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan
orang tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam
penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap

anak kandung.

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu
kenyataan hukum di dalam masyarakat, Pendekatan sosiologis hukum
merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum
dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang
untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi
keperluan penelitian.®
2. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder
yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

8Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 105.
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Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari
informan. Dalam penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh
melalui wawancara dengan dengan Bripka Heru Santoso selaku BA UNIT
PPA Polresta Padang dan Aiptu Edri Tovia S.H selaku Kasubnit 11 PPA
Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperolen dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.®
Dalam studi ini, penulis menggunakan data dari Kepolisian Resor Kota
Padang, yaitu data tentang persetubuhan oleh ayah kandung pada tahun
2021 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan
mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur
tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen,
jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.°

b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi
sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada

narasumber yang sudah ditentukan.*

? Ibid

19 Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm. 206.

' Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta,
hlm. 28.
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Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur
yaitu wawancara yang dimulai dari isu penelitian, setiap pertanyaan
tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber
tersebut.2
. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif
analistis, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan
gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana
hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dipergunakan adalah

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

12 Ibid

13 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105.
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